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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

1 Akibat hukum penyebaran data pribadi pengguna (penerima pinjaman) yang 

dilakukan oleh penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi yang pertama yaitu pengenaan sanksi administratif oleh OJK 

sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77 Tahun 2016 Kemudian 

penyelenggara dapat juga dikenakan sanksi pidana dengan dasar hukum 

Pasal 45 ayat (3) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Akibat 

hukum terhadap perjanjian pemberi dan penerima pinjaman sendiri yaitu 

penerima pinjaman tetap harus melunasi hutangnya kepada pemberi 

pinjaman sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. 

2 Penyelesaian Sengketa Daring adalah cabang penyelesain sengketa alternatif 

yang sesuai untuk Fintech Peer to Peer Lending. Karena, Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS) yang ada sekarang tidak sesuai jika diterapkan 

dalam Fintech sebab alasan biaya, prosedur, letak geografis penyelenggara 

dan pengguna Fintech. Untuk mekanisme PSD sendiri yang paling sesuai 

diterapkan di Indonesia dapat berupa mediasi online dan arbitrase online. 

Mengingat, sistem APS di Indonesia sudah menerapkan sistem tersebut 

sehingga hanya perlu penyesuaian lebih lanjut dalam bentuk online.  

4.2 Saran 

1 Penulis menyarankan masyarakat yang mau meminjam uang terlebih dulu 

bersikap hati-hati terhadap perusahaan Fintech. Bisa dengan cara melihat 

laman website OJK apakah perusahaan tersebut memiliki izin usaha dan 

apakah aplikasi yang ia pakai memiliki lambing resmi OJK. Dalam kasus ini 

sebenarnya pihak operator telepon Indonesia juga bertanggungjawab jika 

perusahaan Fintech memiliki akses kontak dari pihak korban. Untuk pihak 

legislatif Indonesia perlu membuat Undang-Undang khusus mengenai data 

pribadi dan Peraturan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

pelanggaran data pribadi. Sehingga, ada perlindungan dan kepastian hukum 

yang lebih jelas dan pasti khususnya bagi pengguna Fintech Peer to Peer 

Lending terhadap data pribadinya. 

2 Terkait Penyelesaian Sengketa Daring Otoritas Jasa Keuangan dapat 

membentuk tim atau lembaga khusus dengan metode penyelesaian 

sengketanya mediasi atau arbitrase. Metode yang digunakan dapat 

dikembangkan dari metode penyelesaian APS yang ada sekarang kemudian 
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disesuaikan prosedurnya dalam bentuk online. Sehingga, dapat tercipta 

penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan industri Fintech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


